, PERATURAN DACRAH KABUPATEN DAZRAH PINGKAT II BASYUMAS
IOMOR : 40 TAHUN 1981,. :
TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERIEITIAR SEKRECTARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KPALs DUSUN DALAM KABUPATZHN DAZRAH TINGKAT II

BANYUNMAS.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAaHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS,

Menimbang = a. Bahwa dalam ususunan Or >anisesi Pemerintshan Desa terdapat
kelembagaan/satuan _ organisasi Se;reuarlat Des&, Urusan
dan Dusun.; :

b. Bahwa dengen demikian perlu diatur persyaratan,vtétacara pe-
ngangkatan dan pemberhentian Sekreteris Desa, Kepela Urusan
éan Kepala Dusun ; e ' ‘

 . ' ; c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang ners,faratan, tata cara pe-

ngangkatan dan oembarher+1an tersebut perlu dltuéngkan dalam

. Peraturan Daerah.

o~ - 3

Mengiy et Undanz-Undang Fomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Peme -

]

rintahen di Daerah. of

" 2. Undang-Undeng Fomor 17 tohun 195C, tentang Pembentukan Dae~

rah-Daergh Kabupsaten ‘dalam Lingkungan Propinsi. Jawa Tengah.

'3, Undanp-Undang fomor 5 tzhun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4, Peraturan lienteri Dalam uegerl homor 8 tahun 1981, tentang

4 Persyaratan, Tete Cara Pengangzatan den Pemberhentian Sekre=
taris Desa, Kepale Urusan serta Kepala Dusun. 7 \

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Pingkat II Ba-

‘.‘ nyumas .
MENMUTUSIL AR

Menetapkan . PERATURAY DAERAH KABUPATEN DAERAI TIHGHAT II BANYUMAS TENTARC
: PERSYAR: ”‘J, PENGANGKATAN DAY PLIBERHENTIAN uJKR“TARIS DESA,

BAB 1
KETEZWNTULN UNUU
Pasal 1
Dalam Persturan Deersh ini yang dimaksud dengen :
a. Kepele Daersh edalah Bupsti Kepezle Daerah Tingkat TI Banyumas 3
b. Camest adalch Camat. AGpClO Wilayah yahg mewiléyahi Desa yang bersangkutan ;‘
0. Kepala -Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan j |
d. Desz sdelah suatu Wilayah yeng - “ditempati oleh seaumlan penduduk sebagal kesa
tuan mosyvarakat termasuk didalemnya: kesatuan masyarakat hukum Jang ‘mempunyadi
organisesi pemerintghan terendah 1ungsung dibawah Camat dan be rhalk manyelengga—'

rakan rumah tangganya sendiri dalam Kabupaten Daerah _1n;Lat II Banyumas }

€e DUSUN sseerocss




o

s . Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupaka

pelaksanaan femer ntahan Desa 3

i

. Lembaga Ju~v“wq”3h Desa adalah Lemb
keanggotaannysa terdiri azas Kepal -
Kemasyarakatan dan : Pemuka-Pemuka

: yang pocbent vkonnJu sesual deng:

5.Tahun 1975.

)

Baa. B IX
LOWONGAE SEKRET!

‘S DiasA, KEPALA URUSAN

nNAN i T ™ T
DA '.T 'x..J—: e B3 UUSIJ—LI

Pasal 2 :
(1) Jabatan Sekrstaris Desa, Kepzla Urusen dan Kepaia Dusun iowon;, karena
berhe t; atau diberhentikan oleh pejcobat yonz berwenang mengangkat kKare-
. na
a. meninggal dunia 3.

b. atas permintaan sendiri j;
c. telah diangkat pejabat yang baru j
. d. tidak lagi memenuhl

gesuatu syarat yang ditentukan sebagaimsne dimak - -

n

sud dalam pasal 3 dan gl 4 Peraturan Daerah ini j;

2., tindakan-tindakannya yang menghilangiian kepercayaan

penduduk Desa ter-

hadap kepemimpinannya sebo gai seorzng pejabat Pemerintah Desaj;

Ls seuab-seb"c lain yang berten anban de“gan &etentuan peraturan perun-

dang-undangan dan atau “ormaanorma dalan kehidupan masyarakat Desa se-=
' tempat. '
b d
¢ (2) Dalam hal jabstan Sekrectaris Dessz, Xepale Urusan dan Kepzla Dusun lowong,
} maks Kepala Desa‘éénunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selam=—
bat-lambatnya dalam jangka wektu 5 (enam) hulan harus sudah dilaksanakan
L pengangkatannya. g . :
i o ‘ % i3 IO :
». L PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN g N
DAN KEPALA DUSUN » e Rl
Pagal 3 .

Yang capat dl_ngkat menaadl Sekretaris Desa dan Kepala Uruson zdelah pendﬁduk

-Desa Warga Negara Inuonasla yang

a. bertagwa kepada Tuhan Yang <3ty Esag

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang -~Undong Dasar 1945, Negara dan Pe~
merintah Republik Indonesia ; |

adil,

¢. berkelakuar baik, jujur, cerdas den berwibawa;

da tldah pernah terlibat langsung athu tidak

yang menbh*angbl‘ﬁegarn Kesatuan Republik

langsung dalanm suatu kegiatan
Indonesia yang berdasarkan Pan -

casila dan Uhdanr-Undang Dasar 1945, gaperti G.30.S/PKI

dan atau keglatan-

kuglatan organisasi +orlarung lainnya ;3

e.. tidak sedang mengalanran oldan_ penjara atau iurungan herdasarkan Xeputusan
Pengadilan yang “telah mempunyai »e1u.+ah pasti, karens tindak pldhna yang -

dikenakan ancaoman pidana aekurﬂnéukurﬂn aya. 5. (1ima) tchun ;

¥, terdattar

EEE IR R




. D
¥, terdafiar sebagesi penduduk dan bertempat Tingual tetzop di Dese yang ber -
sangkutan sekur ang~kuran gnyu selame 1 (sctu) tehun terakhir tidok  terpu-
tus-putus;
g. sekurang-kurangnys telsh berumur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tinggi-
nye 56 tehun;

h. sehat jasmani dan rohani ;

i, sekurang-kurangnya berijczah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengeta~
O g o = - (=]

huan/berpsngaleman yang sederajat dengan itu.

= Shad

1

Pasa
iangkat merjodi Kepala Dusu

B -

3

Yang dapat 1 adalah penduduk Desa Warga Negara Re~

éi

publik Indonesia yang :

a. bertagwa kepadz Tuhan Yang Fzha IEsa

b. setia dan taat kepada Penczsila, Undarp-Undang dasar 1945, Negara dan Pe=-
merintah Republik Indonesia ;

c. berkelakuen baik, jujur, adil, cerdes Con berwibawa !

d. tidak pernah terlibet langsung atau tidak langsung dalem swm tu kegictan =
yang menghiacnati Hegzre Xesatuan Republik Indonesia yang berdosarkan Penca-
sile dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau ke gistan-ke-
giatan orgonisasi terlarang lainnya 3

e. tidak sedapg menjalankan pidene penjarz atau kurungen berdasarkan kepufusan
Pengadilan yang telch mempunysi kekuatan pasti, karens tindak pidane yang -
dikenakan ancaman pidans sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

f..terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersang-
kutan sekurang-kurangnyc selema 1 (satu) tcrun terakhir dengan tidak terpu -
tus=-putus. ; L

g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (duzouluh) tohun-dan setinggi-tingginya
56 tahun A

h. sehst jasmani dan rohani;

i, sekurang-kurangnya berijczah Sekolah Lznjuton Pertame alteu yang berpengeta-

huan/berpengalaman yang sedergjct dengan itu,
k BAB IV
PENCLLONLY SEKREWARIS DESA, KIPALA
URUSAY D47 XKi24iLs DUSUN .

5
(1) Penczlonar Sekretcoris Desa, Keprio Urusen dan Kepals Dusun diajukan oleh
ct yong berwenang men: angkat de =
diperlukan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 dan pasal 4 Percturan Deerch ini.

(2) Pencalonan dimaksud daloi ayat (1) pesal ind dilekukan »nleh Kepale Desa -

setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga lMusyawarah Desa,

(3) JuLLgb calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orangz dan sebanyak-ba-
nyakrye 3 (tige) orang.
o Fesal 6 .
Apabila dzlam suatu Desa tidak terdspot Culon yang memenuhi syarat sepcrii di-
maksud pada pasel 3,4 dan 5 Peraturar laerah ini, pengisian lowongan diserahkan

kepada Kepala Doerah,

BAE V' L A
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(1) Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Daerah 3

Xepala Desa seteleh fendengar pertimbangan Camat.

™~

ari calon yang diusulkan oleh

(2) Kepela Urusan dan Kepeln Dusun diengket oleh Cemat ctas nane Bupati Kepala

Daerah dari calon yong-diusulkan cleh Kepala Desc.

tuk ujian

(3) Pelaksancan pengangketan Sekrcetaris Desaz, Kepela Urusan dan Kepala Dusun
dilakukan setelah pera calou dimeksud diadckan seleks i dalam ben
penyaringan.

i L0 VI

PEMBERIZITI.IY S.IICETARS Drii PEL SRHED
UIREPLRTS DESA, KEPALs URUSAL DAL

KIPAL4s DUSUN

(1) Sekretaris Desa, Kepsls Urusan dan Kepala Dusun yangz dituduh ata
dalam suatu tindak piden> aotas usul Kepala Desc deopet diberhsntl
ras:

(2) Pemberhentian sementaors

mengongkat.

- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepcla Urusan dan Kepala Dusun dikeneskan penberhenti-

an sementara, maka pekerjaan s

jabat lein yeng ditunjuk oleh hepolo Desa.

(4) Atas usul den s aran Kepale Desc dengan berdasarkan Keputusan Pe

telzh mempunyai kekuctan pasti maka pejabat yong

iken semento-

ghori-hori dilaskukan olen Kepala Dész atau pe =

ngadilan yong

Lberwenang mengangkst, menca-

but Surat Keputusan pembecrhsntian sementara yong bersangkutan untuic dikukuh -

. kan kembali dalam hal y=ng bersenckutan din nyatakan tidak hersalah ctau diber-

hentikan daolam hal yong' bersangkutan dinyataken bersalel,

Sekretaris Des:o

Kencla Uruscr dorn Kepals Dusun berhenti atou diberhontikon oleh

pejebat yong berwenang mengangkat, korena sebab-sebab sebagaimana dingkaud dalan

pasal 2 .gyat (1) Percturan Daerch ini.,
B 4B Vil
KIDZITTUALT PERALIHAYN DAIT PENUTUP
Pasal 10

-

Dengan berlakunya Peratur“n Daerah ini maka Peraturan Dasrah

Tlnykat II Banyumas Homor 7 tchun 1979 tentang Teote gerg ?ongan;katun
selzin Kepalsa Dega dan kOCQﬂuu;P-ku entucn lain yang

berhentlan Pamong Desz,

hertentangan dengan Pernturan Daerah ini dlnyatﬂk:n tidak berlaku.

Pamal Ul

nuoup 1ten Daersh

\l'_:, F c!ﬂ -
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e, B
Pasal i

(1) Peratursn Daerah ini disebut # PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT BANYUMAS, TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTI-
AN SEKRETARTS DESA, KEPALA URUSAN DAN K=PailLa DUSUN DaLall KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT IT BANYUMAS +.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daersh ini yang bersifat
pelaksanasn, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semma orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan pengundangan -
nya dengan penempatan pada Lembaran Daersh Kabupaten Daersh Tingkat IT Benyu-

rm.
Purwokerto, 25 Juli-1981.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATT KEPALA DaERAH TINGKAT II
P IR TINGKAT IT BANYUMaS ’
e.tuar", '
5 :
e \j :_’-'.\f * | e




i 1

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAZERAL TINGKAT II BANYUHAS

NOMOR : 10 TAHUN 1981
T ErR:PANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAL DAﬁ'PEMBERHEﬁTIAN SEKRETARIS
DESA, KEPALA URUSAN DAH KEPA I DUSUH-EQL;ﬂ KLADBUPATZ DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS,

UMUM.

Sebagaimanse diatur dalam Peraturan MenteriiDél@m_Negeri Homor : 3 Ta-
hun 1981, sebegai Peleksanaen dari Undang-Undaong Momor 5 Tahun 1979
tentanz Pemerintohan Desa, dalem Susunan Orp-nisasi Pemerintathesa
dan Perangkat Desa dikenal Sekretarioct Desa, Xepale Urusan dan Dusun,
Dengan susunen Organisasi yang demikian itu berarti ckan terdapat pe-
jabat-pejabet Pamong Désa selain Kepela Desa yeng disebut Sekretaris
Desa, Kepzla Urusan dan Kepalz Dusun, sshing a tenteng persyaratan,
tata cara pengongkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, XKepala Urue-
san dan Kepala Dusun perlu diatur denzon Peraturan Doerah,

Dengan berlakunya Peraturan Daerazh ini, moke Peraturan Dasrah yang
telah ada, yang mengatur tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementa-
ra den Pemberhentian Pamong Desz selain Kepala Dssa, perlu dicabut
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tizngimat II Banyumes Nomor 7
Tahun 1979 Lembaran Daerah Kabupaten DTaerah Tingkat IL Banyumas No-

mor 8 Seri D Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku legi,

Pasal demi pasal :
Pasal 1 ¢ cukup jelas,
Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas:
ayat (2) i batas wektu 6 (enam) bulan. ini agar lowongan Jaba-

tan itu tidak berlarut=larut.

Pasal 3 : eukup jelas.
Pasel 4 ! cukup jeles,
Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2$ ¢ pengertian pimpiﬁan lembaga Musyawarzh Desa adalah
Pengurus Lembaga Musycwarah Desa.
. ayat {3) : cukup jelaé.
Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal T ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : - 4
ayat (3) : Untuk Ponitia Ujion/Penyoringen, berlaku ketentuan
tenteng Ujian/Penyaringan Pamong Desa pada umumnya.

Pasal 8 aynt (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3)
ayat (4) @ cukup jelas,

cukup jelase. =

Pasal Qoqnoocoodcoo--o




Pasal © :
Pasal 10 £
Pasal 11 :

DEWsN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KiT IT BANYUMAS |

-2—

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

Purwokerto, 25 Juli 1981
BUPATI KEP4LA4 DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,
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